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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

1. Status pribadi di media sosial tidak dapat melindungi seseorang 

dari hukuman pidana berdasarkan Undang-undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik karena berdasarkan Pasal 27 UU ITE tersebut 

maka setiap orang yang memuat mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

yang melanggar kesusilaan baik dalam akun pribadi (status pribadi) 

dapat dipidana. 

2. Tindakan yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

terhadap konten penyalahgunaan media sosial tidak sesuai dengan 

Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik karena patut diduga NAH dan KN melanggar 

ketentuan dalam Pasal 27 jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE dan Pasal 29 

UU Pornografi sehingga perlu untuk dilakukan proses penyelidikan 

dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 
B. SARAN 

1. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap 

penggunaan media sosial menurut penulis sangat diperlukan karena 

tidak dapat dipungkuri setiap orang merasa bebas mengunggah 
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suatu konten pribadinya ke media sosial tanpa menghiraukan 

apakah kontek yang diunggah memuat suatu pelanggaran terhadap 

hukum atau tidak hal tersebut sebagaimana salah satu contoh 

kasus sebagaiaman penulis paparkan yaitu NAH dan KN. 

2. Pemerintah dalam hal ini KPAI perlu tegas dalam menindak 

persoalan pornografi dalam media sosial karena sebagaimana 

penulis dapatkan informasinya banyak keluhan yang diterima oleh 

KPAI terhadap konten-konten dalam media sosial yang memuat 

pornografi namun tidak dilakukan penegakan hukum secara tegas. 
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